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BUPATI SEMARANG 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 
 

NOMOR 10 TAHUN  2018                          
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR 64 TAHUN 2017  TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI  
NON TUNAI DALAM  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG 
  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  SEMARANG, 
 
 

Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Semarang telah diatur dalam Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Semarang ; 

 

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan 
transaksi non tunai perlu dilakukan perubahan atas 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Semarang ; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 

Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

1652); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4400); 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 

Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340 ); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

 
 



 

 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272);  
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

18. Peraturan Presiden Nomor  54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 );  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan Menteri 

Dalam Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah;  
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 

Penyampaiannya; 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 13); 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang  (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20); 
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan 
Fungsi, Tata Kerja Dan Perincian Tugas  Perangkat 

Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2016  Nomor 52 ); 

 
 
 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan    : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 64 TAHUN 2017 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON 
TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN SEMARANG. 
 

 
 
      
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2017 Nomor 64) diubah sebagai berikut : 
 

 
 

Pasal 9 
 

(1) Jenis Pembayaran yang dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non 
Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah : 

a. pembayaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat ; 
b. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan; 

c. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi 
bencana alam; 

d. pembayaran untuk pembelian benda pos; 

e. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di 
luar daerah; 

f. pembayaran Belanja/ Jasa kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima 
ratus ribu rupiah); dan/atau  

g. pembayaran belanja uang harian perjalanan dinas dan Representasi 
bagi  Non PNS.  

 

(2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau 
Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti 

pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
    

 

  

  Ditetapkan di  Ungaran 
                                                          pada tanggal  01-03-2018 
 

BUPATI SEMARANG, 
 

       
      ttd 
 

 

                               MUNDJIRIN 
 
 

 

Diundangkan di Ungaran 

pada tanggal 01-03-2018 
 

   SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

 

                ttd 
 

  GUNAWAN WIBISONO  
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 10 
 
 

 
 



 

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
             Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

 

 
 

 

 
WENNY MAYA KARTIKA 

          Pembina Tingkat I (IV/b) 

      NIP. 19690113 199303 2 005 
 

 
 

 
 
 


